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ANGGARAN KAS 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2019 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI JEMBER, 

a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 126 Peraturan Menetri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah sebagaimana dua kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menetri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ,  dalam 
rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD), Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara 
Umum Daerah menyusun Anggaran Kas Pemerintah Daerah guna 
mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai 
pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana 
yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah disahkan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Anggaran 
Kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember 
Tahun Anggaran 2019; 

1 .  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan 
Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik 
Indonesia Nomor 41 Tahun 1950), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ; · 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 
Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4048); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
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5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2 0 1 1  Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

1 1 .  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara 
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4028); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Pelayanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4574); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

2 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun Nomor 4972), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 
Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 1,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
Nomor 6177); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 119 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5161 ) ;  

25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 
dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6041); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 
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28. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  ten tang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

29. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 33); 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua 
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21  Tahun 2 0 1 1 ;  

31 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 ten tang 
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan 
dan Pertanggungjawaban Dana Operasional; 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2019; 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2006 
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 
Daerah Kabupaten Jember Tahun 2006 Nomor 3); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah 
Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 
2009 Nomor 1); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011  
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 
2011  Nomor3); 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 201 1  
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten 
Jember Tahun 2011  Nomor 4); 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2011  
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten 
Jember Tahun 201 1  Nomor 5); 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2011  
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten 
Jember Tahun 201 1  Nomor 6); 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3); 

41 .  Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2017 
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Jember Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Jember Nomor 2); 

42. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 9 Tahun 2018 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Jember Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Jember Tahun 2018 Nomor 9); 

43. Peraturan Bupati Jember Nomor 38 Tahun 2018 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Jember Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jember 
Tahun 2018 Nomor 38). 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG ANGGARAN KAS ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN JEMBER 

TAHUN ANGGARAN 2019. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1 .  Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jember. 
2. Bupati adalah Bupati Jember. 
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jember. 
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 

adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember. 
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah 

dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan 
sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. 

6. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari 
penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana 
yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode. 

7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur 
pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah 
Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut 
dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD 
dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 

9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang 
bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah. 

BAB II 

ANGGARAN KAS 

Pasal 2 

(1) PPKD selaku BUD menyusun Anggaran Kas Pemerintah Daerah guna mengatur 
ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai 
dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA yang telah 
disahkan. 

(2) Anggaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perkiraan Arus Kas 
Masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan Arus Kas Keluar yang 
digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode, 
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 

(1) Dalam hal tertentu dengan melampirkan pertimbangan teknis yang tepat untuk 
pencapaian program dan kegiatan OPD, kepala OPD dan PPKD dapat 
mengajukan permohonan pergeseran anggaran kas satu atau beberapa kegiatan 
dari satu triwulan ke triwulan yang lainnya kepada Sekretaris Daerah selaku 
Koordinator Pengelola Keuangan Daerah melalui Kepala Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah. 
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(2) Pengajuan permohonan pergeseran anggaran kas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat dilakukan oleh Kepala OPD dan PPKD paling lambat 10 (sepuluh) 
hari kerja sebelum masuknya triwulan yang berkenaan. 

(3) Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah dengan 
mempertimbangkan kemampuan dan kondisi keuangan daerah dapat 
menyetujui atau menolak pergeseran anggaran kas dengan menyampaikan 
pemberitahuan surat persetujuan atau penolakan pergeseran anggaran kas 
paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak surat permohonan pergeseran anggaran 
kas diterima. 

(4) Pergeseran anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 
diperkenankan 1 (satu) kali dalam setiap triwulan dan tidak dapat dilakukan 
setelah anggaran belanja yang berkenaan telah direalisir pada 
pertanggungjawaban bendahara. 

(5) Pergeseran anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu 
kesatuan yang tidak terpisahkan dengan DPA yang bersangkutan. 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 4 

Pelaksanaan Anggaran Kas yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih 
lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing OPD sesuai dengan 
ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember. 

Ditetapkan di Jember 
pada tanggal 2 Januari 2019 

BUPATI JEMBER, 

ttd 

FAIDA 

Diundangkan di Jember 
pada tanggal :l.. �nu ,;,..t{ 2019 

SEKRETARIS DAERAH, 

�.D 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19630215 199202 1 001 

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2019 NOMOR 1 
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U R A I A N  ANGGARAN 
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV 

ALOKASI ANGGARAN KAS PER TRIWULAN 

3.2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN 

Jumlah Alokasi Belanja & Pengeluaran Pembiayaan 

0,00 

4.023.381.889.207,27 

0,00 

1,182,937,953.077,58 

0,00 

1.286.136.694.619,87 

0,00 

952,290,228.851,77 

BUPAll lEMBER, 

ttd 

o,oo '. 

602.017 .012.658,05 

SEKRETARIS DAERAH, 

Ir, IR O 

Pembina Utama Muda 

NIP. 19630215 199202 1 001 

F A I D A  

Halaman 3 dari 3 
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KD. REKENING URAIAN • 
ANGGARAN 

TAHUN INI 
TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULANIV 

- 

Jumlah Alokasi Belanja & Pengeluaran Pembiayaan 25.553.162.286,00 8.895.597.772,00 10.842.368.515,00 3.685.143.309,00 2.130.052.690,00 

Sisa Kas Setelah Dikurangi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Serta Pengeluaran Pembiayaan (25.553.162.286,00) (8.895.597.772,00) (19.737.966.287,00) (23.423.109.596,00) (25.553.162.286,00) 

. 

BUPATI JEMBER, 
, 

. 

ttd 
' 

SEKRETARIS DAERAH, 

L..-,--'"'\ / F A  I D A  

'  

Ir. MIRFAI 0 

Pembina ut:ama Muda 
NIP. 19630215 199202 1 001 

i 

' 
! 

ANGGARAN KAS 
Halaman 620 




